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ABSTRACT 

 This legal research entitded “the execution or court’s decision on criminal act 
of corruption and whether there are any barriers / obstacles in executing the 
court’s decision on the criminal act or corruption”, aimed at knowing how the 
execution of the court’s decision on the criminal act of corruption is carried out 
and what barriers / obstacles are in executing the court’s decision on the criminal 
act of corruption, this is a normative legal research which is focused on the norms, 
secondary of data is used by the first date, secondary of data is laws number 31 
year 1999 and laws number 20 year 2001, KUHAP and KUHP the result of this 
research are as follow : 
1. The execution is conducted by the Attorney based on the letter of command on 

the execution of court’s decision (P-48) which is signed by the Head of local 
State Attorney 
a. Execution of prison sentence is conducted by putting the prisoner into the 

socialization institution. 
b. Execution of probation is conducted by putting the prismumohm into the 

socialization institution to have any construction. 
c. The execution of fine sentence is conducted by granting the receipt of fine 

payment. 
d. The execution of jail sentences is conducted after the prisoner has 

conducted his jail sentence. 
e. The execution of compensation is conducted by giving a receipt of 

substituting money. 
f. Execution of verifying materials 

1). The verifying materials which are returned are conducted by returning 
the verifying materials to those who have rights i.e. those whose names 
are  in Judge Decision. 

2). The verifying materials used in another case, in are conducted by being 
kept by the General Accusatory. 

g. The execution of the case fee is conducted by granting the receipt of 
payment of these case fee. 

2.  There are two barriers / obstacles in carrying out execution as follow : 
a. executing is if the Indicted positioned outher the jail and couldn’t be found 

the exact location of the Indicted ; 
b. executing is if the Indicted position in the jail, specially with money 

replacement is caused by poor executing condition. However this matter 
could be overwhelmed by the Attorney by conducting various kinds of 
efforts. 
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ABSTRACT 

 
Penulisan hukum dengan permasalahan bagaimanakah eksekusi putusan 

pengadilan tindak pidana korupsi dan adakah hambatan / kendala dalam 
mengeksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, dengan tujuan penelitian 
ingin mengetahui bagaimanakah eksekusi putusan pengadilan tindak pidana 
korupsi dan ingin mengetahui adakah hambatan / kendala dalam mengeksekusi 
putusan pengadilan tindak pidana korupsi, dengan metode penelitian hukum 
normative yaitu penelitian yang berfokus pada norma, data skunder dipakai 
sebagai data utama, data sekunder berupa undang-undang nomor 31 tahun 1999 
dan undang-undang nomor 20 tahun 2001, Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan hasil penelitian 
bahwa : 
1. Eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan surat perintah pelaksanaan 

putusan pengadilan (P-48) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri 
setempat 
a. Eksekusi pidana penjara dilaksanakan dengan memasukan Terpidana 

kedalam Lembaga Pemasyarakatan 
b. Eksekusi percobaan / bersyarat dilaksanakan dengan memasukan 

Terpidana kedalam Balai Pemasyarakata untuk menjalani pembinaan 
c. Eksekusi pidana denda dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima 

pembayaran denda 
d. Eksekusi pidana kurungan dilaksanakan setelah Terpidana selesai 

menjalani pidana penjara 
e. Eksekusi uang pengganti dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima 

pembayaran uang pengganti  
f. Eksekusi barang bukti  

1). Barang bukti yang dikembalikan dilaksanakan dengan mengembalikan 
barang bukti kepada yang paling berhak yang namanya tercantum 
dalam putusan Hakim 

2). Barang bukti yang dipergunakan untuk perkara lain, kenyataanya tetap 
dikuasai Penuntut Umum 

g.  Eksekusi biaya perkara dilaksanakan dengan memberi surat tanda terima  
pembayaran biaya perkara  

2.  Hambatan / kendala dalam mengeksekusi adalah  
a. Apabila Terpidana berada diluar tahanan dan tidak diketahui dimana 

Terpidana berada, dan  
b. Apabila terpidana berada didalam tahanan khususnya terhadap pembayaran 

uang pengganti yang disebabkan karena terpidana jatuh miskin. Namun hal 
tersebut dapat diatasi oleh Kejaksaan dengan melakukan berbagai upaya. 

 
Kata kunci : Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

  

 


